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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya Kerjasama dari 

semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, maka Pedoman 

Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa ini dapat diselesaikan. 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun 

rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja) yang mengacu pada dokumen rencana strategis 

masing - masing kementerian/lembaga. Sejalan dengan amanat tersebut, maka diperlukan 

suatu pedoman yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa dalam penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran. 

 Berdasarkan Undang undang diatas maka perlu disusun pedoman penyusunan 

rencana kinerja dan anggaran Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yang menampung 

perkembangan-perkembangan dari sisi teknis seperti rumusan kegiatan, sub kegiatan, akun, 

standar biaya yang semuanya itu terintegrasi ke  dalam  sistem  Rencana  Kerja  dan  

Anggaran  Dinas  Pangan Kabupaten Minahasa. Semoga pedoman ini dapat digunakan dalam 

penyusunan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 

dan sekaligus bermanfaat bagi peningkatan pemahaman diseluruh unit kerja guna 

mempercepat terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 

Terima kasih. 

 

 

Tondano,        Januari 2026 

 

KEPALA DINAS PANGAN 
KABUPATEN MINAHASA 
 
 
 
 
Drs. TEDDY Dj. SUMUAL, MAP 
PEMBINA UTAMA MUDA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

  Reformasi administrasi dengan berbagai perkembangan dan kemajuan membawa 

dampak pada perubahan manajemen pemerintahan dalam mewujudkan kelancaran, 

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kependudukan yang profesional, 

transparan dan akuntabel sebagai upaya dalam menciptakan good governance. Untuk  

mendukung  sistem  akuntabilitas  kinerja  dalam manajemen pemerintahan, penyusunan 

anggaran berbasis kinerja akan memuat penjelasan rencana kinerja, penetapan indikator dan 

pengukuran kinerja terhadap hasil-hasil yang akan dicapai dalam jangka pendek atau dalam 

kaitannya dengan tujuan jangka menengah maupun jangka panjang  

 Untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan rencana kinerja dan anggaran 

diperlukan penyempurnaan pedoman rencana kinerja dan anggaran Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa. Terkait hal tersebut beberapa penyesuaian dalam upaya meningkatkan efektivitas 

perencanaan dan penganggaran, terutama dalam substansi RKA yang menitikberatkan pada 

keterkaitan antara RKP dan Renja yang penuangannya tercermin kedalam dokumen 

penganggaran (RKA). Dalam memantapkan penerapan penganggaran berbasis kinerja telah 

ditetapkan indikator kinerja pada level kegiatan. Selain itu juga penyempurnaan nomenklatur 

dan pengkodean, serta penyederhanakan kegiatan dalam penyusunan RKA. 

  Selanjutnya untuk memudahkan seluruh unit kerja dalam penyusunan indikator kinerja 

maka dilakukan penjelasan penyusunan indikator kinerja lebih detail dan rinci. Karena setelah 

proses perencanaan dan penganggaran selesai, penyusunan indikator kinerja merupakan 

bagian terpenting dalam manajemen kinerja dan merupakan sesuatu yang akan diukur. Untuk 

menetapkan indikator kinerja setiap unit kerja harus dapat mengidentifikasi suatu bentuk 

pengukuran yang akan menilai pada hasil yang diperoleh dari aktivitas yang dilaksanakan oleh 

setiap unit kerja pada satuan organisasi. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan 

bahwa kinerja setiap unit kerja dalam satuan organisasi akan membuat suatu kemajuan 

menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam penyusunan indikator 

perlu dipertimbangkan keseimbangan antara sistem ukuran kinerja dengan kondisi nyata yang 

dihadapi seperti pengumpulan data, tingkat kecukupan data, tingkat akurasi data dan 

konsistensi data untuk pengambilan keputusan. 

  Perencanaan kinerja merupakan proses terselenggaranya manajemen kinerja. 

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menyelaraskan berbagai hal 

yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dan terintegrasi 

dengan penataan program dan anggaran, rencana tindak maupun rencana operasional yang 

lebih rinci. Dengan perencanaan kinerja yang baik, maka Renstra Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa dapat menuntun manajemen dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan 

Kabupaten Minahasa pada capaian kinerja yang diinginkan. 

  Dengan demikian pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dapat 

dipantau pada tingkat capaian yang lebih operasional dan untuk meningkatkan serta memacu 



pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan 

tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud  

Mempermudah unit kerja di lingkup Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam 

menyusun rencana kinerja dan anggaran serta indikator kinerja. 

2. Tujuan  

a) Tersedianya  format  usulan  rencana  kinerja  dan  anggaran  di lingkungan 

Dinas Pangan Kabupaten Minahasa; dan 

b) Memberikan  panduan  bagi  setiap  unit  kerja  dalam  menyusun rencana kinerja 

dan anggaran (TOR dan RAB) secara terpadu dan komprehensif mengacu pada 

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. 

 

 

C. DASAR HUKUM 

Pedoman Perencanaan Kinerja dan Anggaran Lingkup Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 

ini disusun berdasarkan: 

1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

5. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

  



D. DEFINISI TERKAIT DENGAN RENCANA KINERJA 

 

1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara; 

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata  cara  

perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana- rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur  

penyelenggara  negara  dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah; 

3. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

4. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  yang  selanjutnya disebut Rencana 

Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 

5. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang  selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 

1 (satu) tahun; 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang  tepat,  

melalui  urutan  pilihan  atau  prioritas  dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia; 

7. Rencana  Kerja  (Renja)  adalah  dokumen  rencana  Perencanaan 

Kementerian/Lembaga periode 1 (satu) tahun; 

8. Rencana  Kinerja  Tahunan  (RKT)  adalah  dokumen  yang  berisi informasi rencana 

kinerja/kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang 

ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada 1 (satu) tahun tertentu; 

9. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang pada 

dasarnya adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun; 

10. Sasaran adalah rumusan mengenai kondisi yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, rumusan sasaran harus 

bersifat spesifik, jelas dan terukur, dapat dicapai, relevan, dan jelas periode pencapaiannya; 

11. Kebijakan   adalah  arah  tindakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah Pusat/Daerah untuk 

mencapai tujuan; 

12. Program adalah instrumen kebijakan Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau 

beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil 

yang terukur (sasaran program) sesuai dengan misinya yang dilaksanakan oleh instansi 

atau masyarakat; 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan 

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang dari beberapa 

jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa; 

  



 

14. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Kegiatan yang 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang 

modal dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 

15. Kegiatan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

satuan kerja, merupakan syarat minimal berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan/birokrasi sesuai tugas 

dan fungsinya yang diemban; 

16. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung 

sasaran program prioritas. Output kegiatan prioritas menunjang pencapaian sasaran 

program; 

17. Manajemen  Kinerja  adalah  sistem  terpadu  yang  menggabungkan upaya  organisasi  

untuk  melakukan  mulai  dari  proses  perencanaan, pengarahan/penggerakan, 

pengawasan dan evaluasi hasil akhir terhadap kinerja/pegawai, dengan menggunakan 

parameter yang jelas sesuai dengan tujuan organisasi; 

18. Penetapan Kinerja adalah merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan 

yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab 

kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang. 

19. Pengukuran   Kinerja    adalah   kegiatan   manajemen   khususnya membandingkan 

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, target dengan menggunakan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

20. Pemantauan   Kinerja   adalah  serangkaian   kegiatan   pengamatan perkembangan 

kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan mengunakan informasi hasil 

pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau 

akan timbul untuk dapat diambil tindakan-tindakan sedini mungkin; 

21. Progress  Report  adalah  laporan  mencerminkan  kemajuan  suatu kegiatan baik dalam 

bentuk fisik maupun finansial; 

22. Koordinasi  adalah  usaha-usaha  untuk  menghimpun/mengarahkan/ menjuruskan 

kegiatan-kegiatan unit kerja di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa demi tercapainya tujuan 

organisasi atau suatu usaha kerjasama antar unit kerja yang satu dengan unit kerja yang 

lain dalam suatu instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling 

pengertian, saling mengisi, saling membantu untuk tercapainya tujuan organisasi; 

23. Integrasi adalah salah satu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit kerja 

di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran 

dan kesatuan tindak yang terarah pada suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditentukan 

dan dipahami bersama. 

24. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan/menyelaraskan kegiatan- kegiatan 

dari berbagai unit kerja di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, sehingga terdapat 

keserasian antar program, kegiatan, dan anggaran ataupun sasaran dan indikator 

kinerjanya 

  



BAB II  

POKOK-POKOK PENYUSUNAN 
RENCANA KINERJA 

 

A. Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kinerja 

  Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) akan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga/Instansi sebagai rujukan 

dalam menyusun Renja. Penyusunan Rancangan Awal RKP diawali penyusunan rencana 

kinerja unit kerja berupa (Tor/Kerangka Acuan, Rincian Anggaran Belanja, indikator kinerja) 

berisi informasi kinerja tentang tingkat atau target kinerja berupa masukan (input), keluaran 

(output), hasil (outcome), yang ingin diwujudkan oleh masing-masing unit kerja dalam kurun 

waktu satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa.  

  Rancangan Awal RKP Dinas Pangan Kabupaten Minahasa sandian sebagai dokumen 

perencanaan tahunan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

yang digunakan sebagai acuan penyusunan RAPBD. Rencana kerja, program dan kegiatan yang 

termuat dalam Rancangan awal RKP sudah bersifat terukur (measurable) memuat kegiatan 

prioritas dan non prioritas (penunjang) yang mencakup kebijakan, program dalam bentuk 

kerangka regulasi dan usulan pendanaan. Sebagai bagian dari proses perencanaan dan 

penganggaran Rancangan Awal RKP dan Renja difinalisasikan sebagai pedoman dalam 

menyusun RKA, setelah disepakatinya usulan kegiatan prioritas beserta pendanaannya melalui 

forum bilateral meeting dan forum trilateral meeting (Dinas Pangan Kabupaten Minahasa) untuk 

memperoleh pendanaan yang bersifat indikatif. 

 

B. Pokok-Pokok Penyusunan Penyusunan Anggaran 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan 

mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan ini didorong oleh faktor politik, 

desentralisasi dan perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.Berbagai 

perubahan inimembutuhkan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat 

memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dalam artian dampakpembangunan kualitas layanan 

dan efisiensi pemanfaatan pembangunan. Berbagai prinsip perubahan yang terkandung dalam 

undang-undang tersebut di atas meliputi: 

1. Penerapan penganggaran jangka menengah akan memberikan kerangka yang menyeluruh, 

meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, 

mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal 

dan lebih efisien; 

  



2. Penerapan  penganggaran  secara  terpadu  memuat  semua  kegiatan instansi pemerintah 

dalam APBD disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin 

dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian 

upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran lebih transparan, serta memudahkan 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja; 

3. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran/output dan hasil/outcome 

yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Penyusunan RKA setiap Instansi diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada 

indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja (performance 

indicators) dan sasaran (target) kinerja merupakan bagian dari pengembangan sistem 

penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan mendukung 

alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha 

untuk menghubungkan antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) yang disertai 

dengan penekanan efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan serta 

pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang 

kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Secara rinci penganggaran berbasis kinerja 

adalah ;  

a) Mengutamakan   pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) atas belanja alokasi 

yang ditetapkan; 

b) Rencana kinerja disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 

tertentu; dan 

c) Rencana yang disusun berdasarkan Renstra, Tugas dan Fungsi. 

 

C. Alur Dan Mekanisme Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran 

Rencana Strategis Bidang Aplikasi dan Informatika 

 
 
 

Rencana Kinerja Tahunan berisi indikator kinerja 
yang menggambarkan target-target yang akan 

dicapai 
 

 

 

Rencana Operasional                   Rencana Tindak 

 

 

 

 
       Rencana Anggaran    Batasan ; Hasil yang ingin  
       dicapai, waktu dan kualitas  
       serta pemenuhan standar 
 
   

 
 
 



  Berdasarkan alur di atas, bahwa penyusunan rencana kinerja dan anggaran sangat 

berhubungan erat dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional yang lebih rinci. 

Dalam manajemen kinerja, perencanaan strategis memberikan arah, kebijakan dan target-target 

yang akan dicapai dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah bidang 

kearsipan yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Perencanaan kinerja tahunan 

merupakan syarat penting dalam menyusun pengganggaran berdasarkan kinerja, sedangkan 

perencanaan operasional memberikan rincian pencapaian kinerja berupa keluaran/output dan 

hasil/outcome yang telah ditetapkan dalam rencana tindak yang rinci sampai dengan batasan 

yang ingin dicapai, waktu dan kualitas serta pemenuhan standar (lebih mengarah pada rencana 

pelaksanaan kegiatan).Oleh karena itu, perencanaan secara top down sangat penting untuk 

menentukan kegiatan prioritasdan keluaran/output serta outcome yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu tertentu sesuai dengan anggaran yang tersedia. 

  Perencanaan kinerja merupakan suatu komponen akuntabilitas yang hendak 

dilaksanakan oleh setiap unit kerja pada satuan organisasi.Dengan demikian suatu unit kerja 

pada satuan organisasi lebih sadar dalam meningkatkan kinerja. Kesadaran dan tanggungjawab 

ini dapat dilihat seberapa kuat organisasi. 

 

 

 

  



BAB IV  

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA 
 

 Pengertian manajemen kinerja didalam pedoman ini, didefinisikan sistem terpadu yang 

menggabungkan upaya organisasi untuk melakukan, mulai dari proses perencanaan, 

pengarahan/penggerakan, pengawasan dan evaluasi hasil akhir terhadap kinerja pegawai, dengan 

menggunakan parameter yang jelas sesuai dengan tujuan organisasi. Sebagai instrumen operasional 

dari Renstra, manajemen kinerja memiliki fungsi antara lain : 

1. Menerjemahkan visi dan misi organisasi kedalam tujuan dan hasil yang jelas, mudah dipahami 

dan dapat diukur sehingga membantu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya; 

2. Menyediakan alat untuk menilai, mengelola dan meningkatkan keberhasilan kinerja keseluruhan 

organisasi;  

3. Merubah paradigma dari orientasi pengendalian dan ketaatan menjadi pendekatan strategis 

yang berkelanjutan dalam upaya mendorong keberhasilan organisasi; 

4. Menyediakan   ukuran-ukuran   mengenai   kualitas,   biaya,   kecepatan pelayanan, dan 

penyelarasan kompetensi pegawai, serta motivasi yang sangat diperlukan oleh organisasi dalam 

mewujudkan visi dan misinya; 

5. Memonitor kinerja melalui penyelarasan antara kinerja individual, unit kerja dan organisasi secara 

keseluruhan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya; 

6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dicapai sebagai upaya umpan balik bagi 

perbaikan kinerja organisasi. 

 Dengan demikian manajemen kinerja, akan memperhitungkan keterkaitan hasil yang dicapai 

oleh setiap individu (pegawai), dan setiap unit kerja dengan apa yang dicapai oleh organisasi. Oleh 

karena itu, manajemen kinerja menyentuh banyak aspek dari mulai proses, sistem, dan SDM sebagai 

unsur yang penting bagi organisasi dalam menghasilkan kinerja. Manajemen kinerja memberikan 

arahan bagaimana seharusnya manajemen internal melakukan proses secara bersinergi dalam 

menghasilkan kinerja organisasi yang diharapkan. Menempatkan stakeholders/pemangku kepentingan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong organisasi memperoleh arahan yang jelas 

mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya serta penekanan organisasi mengelola sumber daya 

keuangan yang diperolehnya agar sumber-sumber tersebut dapat digunakan secara tepat bagi 

kepentingan prioritas. 

Sesuai dengan  tujuan tersebut di atas,  maka sebenarnya  manajemen kinerja merupakan 

upaya untuk mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengutamakan output dan 

outcome yang akan dicapai. Oleh karena itu, penganggaran berbasis kinerja merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari reformasi manajemen dan penganggaran yang ditujukan untuk peningkatan 

efisiensi pengalokasian dan produktivitas dalam pembiayaan sektor publik. Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperjelas tujuan dan indikator 

kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja yang akan 

mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas sumber daya organisasi. Dengan demikian dalam 

penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran akan dihitung dan disusun  berdasarkan  

perencanaan  kinerja  yang  menghasilkan  output dan outcome yang diinginkan. 



Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang 

rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.Oleh karena itu, 

pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui kinerja dan hasil yang diperoleh dari aktivitas 

yang dilaksanakan oleh setiap individu maupun unit kerja dapat menjelaskan dan mengetahui kinerja 

dan hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut. 

A. Menentukan dan Mengukur Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kecenderungan pengertian kinerja yang selama ini dipahami oleh hampir seluruh instansi 

pemerintah yaitu apabila telah menggunakan/menghabiskan dana yang direncanakan 

(orientasi pada input), telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang 

direncanakan (orientasi pada aktivitas), atau telah selesai menghasilkan produk sesuai 

rencana (orientasi pada output) dan tanpa memperhatikan apa manfaat dari semuanya. 

Seiring perkembangan didalam manajemen sektor publik saat ini, maka tuntutan kepada 

instansi pemerintah / penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat (outcome) bagi masyarakat 

banyak. Outcome sendiri merupakan sesuatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan 

akan dicapai sebagai efek dari adanya output ataupun aktivitas organisasi. Membuat    

“rencana   kinerja”   berarti   membuat    rencana mengenaioutcome yang akan dihasilkan 

organisasi. Rencana yang hanya berfokus mengenai penggunaan input, pemilihan 

kegiatan, dan output yang akan dibuat, baru merupakan “rencana kerja”. 

2. Pengukuran Kinerja 

a. Pengertian Pengukuran Kinerja  

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran 

kinerja memegang peranan sangat penting. Akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak dilengkapi dengan 

informasi mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh setiap instansi pemerintah.Oleh 

karena itu, hasil-hasil yang telah diperoleh setiap instansi pemerintah  harus  diukur 

sampai  sejauhmana pencapainnya melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 

adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk mewujudkan setiap indikator kinerja, 

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting 

apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.  

b. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja 

1) Menilai  pencapaian  secara  kuantitatif  setiap  indikator kinerja sebagai bahan 

kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran; 

  



 

2) Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan 

kepada indikator input saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator output, 

outcome, benefit dan impact; dan 

3) Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, 

terukur dan dapat diterapkan 

3. Perbaikan Kinerja 

Hasil evaluasi dan pelaporan menjadi bahan masukan bagi perbaikan kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

 

B. Indikator Kinerja 

1. Pengertian Indikator Kinerja 

Indikator kinerja  dapat didefinisikan  sebagai alat ukur  yang digunakan untuk 

menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannnya. Hal yang 

perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dengan indikator kinerja yang 

akan digunakan untuk mengukur. Apabila “kinerja” menyatakan mengenai suatu 

kondisi, maka “indikator kinerja” merupakan alat yang dapat memberikan gambaran 

atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Indikator kinerja merupakan alat yang 

digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu dikatakan 

“bagus” apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang disebut “bagus” 

tersebut. Apabila seseorang sudah “paham”, apa yang digunakan untuk menjelaskan 

mengenai tingkat pemahaman orang tersebut. 

2. Tipe Indikator Kinerja 

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi: 

a. Kualitatif 

Indikator dalam tipe ini menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberikan berupa 

suatu kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Untuk   

menilai kualitas   perencanaan   kinerja   suatu   instansi   pemerintah digunakan 8 

(delapan) kriteria, yaitu: 

1) Memiliki dokumen rencana jangka menengah; 

2) Memiliki dokumen rencana kinerja tahunan; 

3) Menerapkan prinsip partisipasi dalam penyusunan rencana 

4) Menetapkan analisis lingkungan yang memadai sebagai dasar perencanaan; 

5) Mempunyai tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan yang berorientasi 

pada outcome; 

6) Dilengkapi dengan indikator kinerja yang baik; 

7) Memuat target-target kinerja; dan 

8) Mempunyai strategi yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan 

ditetapkan. 

  



b. Persentase 

Indikator tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka obsolud dari suatu yang 

akan diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif 

termasuk dalam bentuk pecahan atau desimal. 

c. Rasio 

Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka obsolud dari suatu yang akan 

diukur dengan angka obsolud lainnya yang terkait. 

d. Rata-rata 

Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah 

kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah 

kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan jumlah kejadiannya atau jumlah 

populasinya. 

e. Indeks 

Angka dalam bentuk indek biasanya merupakan gabungan angka- angka indikator 

lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing 

variabel. 

 

3. Jenis Indikator Kinerja 

Manajemen puncak harus mampu mendapatkan hasil penilaian mengenai kinerja organisasi 

secara cepat dan komprehensif dalam sebuah laporan. Terlalu banyak ukuran yang akan 

dijadikan bahan penilaian dapat mengalihkan perhatian manajemen puncak dari ukuran-

ukuran yang lebih penting. Untuk dapat melakukan hal tersebut, manajemen harus 

membatasi jumlah ukuran-ukuran yangakan digunakan hanya pada hal-hal yang penting 

saja untuk dapat membantu mereka mengetahui apakah organisasi telah berkinerja dengan 

baik dan hal-hal penting apa yang harus diperbaiki agar organisasi dapat meningkatkan 

kinerjanya. 6 (enam) kategori tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam 

mencapai sasaran yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas menjawab 

pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang benar (are we doing the 

right thing). 

b. Efisien,  indikator  ini  mengukur  derajat  kesesuaian  proses menghasilkan  output 

dengan  menggunakan  biaya  serendah mungkin. 

c. Kualitas,indikator  ini  mengukur  derajat  kesesuaian  antara produk atau jasa yang 

dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. 

d. Ketepatan Waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah disesuaikan secara 

benar dan tepat waktu. Untuk itu perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa 

lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. 

  



 

e. Produktivitas,  indikator  ini  mengukur  tingkat  produktivitas suatu organisasi dalam 

bentuk yang lebih ilmiah. Indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu 

proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja; 

dan 

f. Keselamatan,  indikator  ini  mengukur  kesehatan  organisasi secara  keseluruhan  

serta  lingkungan  kerja para  pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan. 

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan kerangka 

pengukuran kinerja dengan proses mulai dari input hingga outcome dan dampak, akan 

tetapi untuk efektivitas penilaian pengukuran kinerja saat ini hanya dipergunakan indikator 

kinerja  output  dan  outcome serta  sasaran  dari  kegiatan  yang dilaksanakan. 

  



4. Syarat Indikator Kinerja 

Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Dalam 

pedoman ini akan disajikan syarat indikator kinerja yang lazimnya digunakan yaitu “SMART” 

a. S: Specific (Spesifik), indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus,   sehingga   tidak   

menimbulkan   interpretasi   yang berbeda; 

b. M: Measurable (Dapat Diukur), indikator kinerja ini dapat dikuantifikasi dan dapat 

dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. 

c. A: Attainable (Dapat Dicapai), indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna 

apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh; 

d. R:  Realistic (Realistis),  indikator  kinerja  yang  ditetapkan harus dapat 

mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah 

biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh 

dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga 

mengolah data tersebut menjadi informasi; dan 

e. T:     Timely    (Ketepatan     Waktu),     indikator     harus mempertimbangkan 

pelaksanaan didalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

5. Perumusan dan Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

IKU merupakan instrumen untuk membantu instansi pemerintah dalam mendefinisikan 

pengukuran pencapaian kinerja sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan instansi 

pemerintah. Setelah instansi menetapkan   visi  dan  misinya      dengan mengidentifikasi 

steakholder dan menetapkan tujuan-tujuan tersebut.Tujuan penetapan  IKU adalah  untuk  

memperoleh informasi kinerja  yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang 

baik. Selain itu IKU juga bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran strategik organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

C. Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

organisasi. Pengukuran kinerja ini akan dapat dilakukan dengan mudah jika sudah ditetapkan 

ukuran kinerja atau IKU yang disepakati bersama oleh para pejabat Eselon IV sampai pejabat 

Eselon III masing-masing unit kerja pada satuan organisasi. Indikator kinerja ini digunakan 

untuk mengevaluasi capaian dan melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Proses ini telah dilakukan 

dalam perencanaan strategis, namun untuk membuat rencana kinerja yang lebih rinci, perlu 

penetapan ukuran kinerja/indikator kinerja keluaran/output dan hasil/outcome yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan unit kerja dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja ini digunakan untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan dari suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan dan bertujuan 

untuk: 

 

 

 



1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya 

dan terus meningkatkan kinerjanya; 

3. Menciptakan pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi tugas; 

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan 

5. Menilai  keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran organisasi sebagai 

dasar pemberian reward and punishment (penghargaan/sanksi). 

 

D. Mekanisme Penetapan Kinerja 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, 

Pejabat Eselon II diwajibkan membuat indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) 

dengan mekanisme sebagai berikut : 

1. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II  membuat penetapan kinerja dan menyampaikan 

kepada Bupati yang menjadi atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan; dan 

2. Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon III membuat penetapan kinerja dan menyampaikan 

kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan persetujuan 

Kepala Dinas membuat penetapan kinerja dan menyampaikan kepada Bupati untuk 

mendapatkan persetujuan 

 

 
 

 

 

 

  



BAB III  

PENUTUP 
 

 Pedoman Perencanaan Kinerja pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa ini merupakan 

pedoman menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam perencanaan kinerja di lingkungan Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa sehingga dapat memudahkan dalam menyusun rencana kinerja secara 

terstruktur berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Renstra Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa.   

 Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi yang melakukan perencanaan  

kinerja sehingga akan menghasilkan rencana kinerja yang lebih sistematis yang berorientasi pada 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) tahun dengan memperhitungkan 

indicator kinerja masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) pada pelasanaan 

pembangunan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.  
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